BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 107 -BKAD/2022
LAMPIRAN  : 1 (SATU) LEMBAR
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 954 /Kep.817-BKAD /2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT

Menimbang

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021
tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dinyatakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) dapat
melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Unit SKPD
selaku KPA dengan pertimbangan besaran anggaran kegiatan,
lokasi, dan/atau rentang kendali;

bahwa berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Cirebon
Nomor 900/380-Sekrt. tanggal 25 Februari 2022 perihal
Penarikan Kewenangan disampaikan bahwa sebubungan
dengan lokasi dan rentang kendali untuk mengefektifkan
pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran Inspektorat
Kabupaten Cirebon menyampaikan usulan pencabutan
pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari Inspektur
selaku Pengguna Anggran kepada Sekretaris Inspektorat
selaku Kuasa Pengguna Anggaran, perlu mengubah
penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan
Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang
Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir .dengan Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014
Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 21);



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 )

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014
Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 2 1);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

Mengubah Ketiga Kali Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 954 /Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022, dengan mencabut pada bagian Lampiran
daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon nomor urut 6 pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Cirebon,
Unit Organisasi Sekretariat atas nama SRI DARMANTO, S.Sos,
MPSSp. jabatan Sekretaris Inspektorat dengan daftar perubahan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Maret 2022

—~,

2ATICIREBON,

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 107 -BKAD/2022

TANGGAL :1 Maret 2022

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
CIREBON NOMOR 954 /Kep.817-BKAD /2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN UNIT LAMA BARU
NO | kErJA ORGANISASI NAMA / NIP / NAMA / Nip /| KETERANGAN
JABATAN JABATAN
1. | Inspektorat | Sekretariat SRI DARMANTO, S.Sos, -- Pencabutan
MPSSp. pelimpahan
19691219 199802 1 001 kewenangan
Sekretaris pengelolaan
keuangan
Terhitung
mulai tanggal
1 Maret 2022




